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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/001 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Penyusunan Laporan MONEV DJA 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan 

Nasional 
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik 
3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota. 

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

7. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan 
Evaluasi Kinerj atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

9. Permenpan RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 
Pemerintah 

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kemenkes RI 

1. Memahami Perencanaan Program/Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
2. Mampu Menggunakan Komputer 
3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 
4. Rajin, cekatan, dan detailkegiatan 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Rekonsiliasi LK 
2. SOP Penyelenggaraan Rapat 
3. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar 
4. SOP Penatalaksanaan Arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/006 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Revisi RAK 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 
2. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Rencana Pembangunan 

nasional 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintaha Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota. 

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana 
pembangunan jangka panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 

6. Permenpan dan RB RI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
perjanjian Instansi Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah 

7. RAP Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 
8. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 
9. DIPA-RKA-K/L BTKLPP Kelas I Makassar 

1. Memiliki Kemampuan/Kompetensi Dalam Menggunakan Komputer 
2. Telah Mengikuti Pelatihan-Pelatihan Yang Terkait Dengan Tugasnya 
3. Memahami Perencanaan Program/Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar 
2. SOP Penatalaksanaan Arsip 
3. SOP Monitoring Capain Indikator Kinerja 
4. SOP Penyusunan RAK 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penysusunan kebijakan 
2. Alat tulis kantor 
3. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja 

 
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Revisi Target Indikator Kinerja Tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan 

kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tidak dapat berjalan dengan baik 
dan akan berimbas pada penilaian kinerja 

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu 
tahun anggaran dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan pemerintah 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/011 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 17 Februari 2021 
Tgl. Efektif : 17 Februari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Pengusulan Revisi POK RKA-K/L 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 
3. UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab 

keuangan negara 
4. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 39 tahun 2009 tentang tata cara pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP 

administrasi pemerintah 
8. DIPA RKA-K/L BTKLPP Kelas I Makassar 

1. Memahami Perencanaan Program/Kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
2. Mampu Menggunakan Komputer 
3. Selalu Mengikuti Perkembangan Kebijakan Kementerian Kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 
4. Menguasai software RKA-K/L 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP Penyusunan RKA-KL 
3. SOP Penatalaksanaan Arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. DIPA RKA-K/L BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Seperangkat komputer yang dilengkapi program dan software RKAKL 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan akan 
berimbas pada penilaian kinerja serta diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku 

Setiap usulan kegiatan seksi yang telah ditandatangani oleh kepala kantor 
harus didokumentasikan dengan baik dalam map arsip dan data elektronik 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/013 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Penyusunan RKA-KL 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara 
2. UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 
3. UU RI Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab 

keuangan negara 
4. UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
5. PERATURAN Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
6. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
7. Peraturan Menteri PAN RI Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP 

administrasi pemerintah 
8. Jukren Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian 

Kesehatan 
9. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 

1. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan, dan teliti 
4. Menguasai software aplikasi RKA-KL 
5. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan Surat Keluar 
2. SOP Penyelenggaraan Rapat 
3. SOP Penatalaksanaan Arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan perencanaan dan 
penganggaran 

2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. RPJMN dan renstra kementerian kesehatan, RAP dan RAK 

Seperangkat komputer yang dilengkapi program dan software RKAKL 
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila perencanaan tidak dibuat secara baik dan terintegrasi maka tidak terjadi 

sinkronisasi program di pusat maupun di daerah 
2. Apabila perencanaan program kegiatan tidak tersusun maka tidak akan terlihat kinerja 

instansi 

Setiap usulan kegiatan seksi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor harus 
didokumentasikan dengan baik dalam map arsip dan data elektronik dan 
diserahkan kepada PI Ditjen P2P, untuk dibahas lebih lanjut dengan instansi 
terkait. 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/015 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Pengusulan Uang Lembur Pegawai 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharan negara 
3. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan 

antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota 
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tahun 2009 tentang kerja lembur 

dan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil 
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

kementerian Kesehatan RI 
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman tata naskah 

di lingkungan kementerian Kesehatan RI 

1. Memahami aplikasi SPM 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 
4. Rajin, cekatan, teliti internal BMN dengan SAK 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan Surat keluar 
2. SOP Penatalaksanaan Arsip 
3. SOP Pencairan uang lembur pegawai 

1. Peraturan/pedoman standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program 
4. Jaringan internet dan aplikasi GPP 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP pengusulan uang lembur pegawai tidak dibuat, makapencairan uang lembur 
pegawai akan terhambat, monitoring realisasi belanja pegawai tidak berjalan dengan baik. 

Semua berkas lembur harus didokumentasikan dengan baik 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/018 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 

NAMA SOP : Penyusunan RPK dan RPD 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 
3. UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara 
4. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
5. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP- 

AP 
6. Peraturan menteri keuangan RI nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 
7. Peraturan menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

kemenkes RI 
8. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan 

kemenkes RI 

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait keuangan 
2. Rajin, cekatan dan teliti 
3. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
4. Menguasai komputer 
5. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi dalam hal ilmu 

pengetahuan maupun kejadian lainnya 

 Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penyelenggaraan rapat 
3. SOP penalaksanaan arsip 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer yang dilengkpai program microsof office 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP penyusunan RPK dan RPD tidak dilakukan maka tidak dapat termonitoring 
dengan baik realisasi kegiatan dan realisasi anggaran untuk pencapaian target kinerja pada 
satuan kerja. 

Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik dalam file folder 
(hardcopy) dan elektronik (softcopy) 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/028 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Pencairan Uang Lembur Pegawai 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 
3. UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 
4. Peraturan pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan 

atan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota 

5. Peraturan menteri keuangan nomor 125/PMK.05/2009 tahun 2009 tentang kerja lembur 
dan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil 

6. Peraturan menteri keuangan RI nomor 190/PMK.052012 tentang tata cara pembayaran 
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara 

7. Peraturan menteri kesehatan RI nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan teta kerja 
kementerian kesehatan RI 

8. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah di 
lingkungan kementerian kesehatan RI 

1. Memahami aplikasi SPM 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan kementerian kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 
4. Rajin, cekatan dan teliti 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat masuk 
2. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Komputer dan alat tulis kantor 
3. Seperangkat komputer dilengkapi dengan program 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP pencairan uang lembur pegawai ini tidak disusun, maka akan mempersulit 
pencairan uang lembur pegawai dan menghambat monitoring anggaran 

Semua berkas lembur harus didokumentasikan dengan baik 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/030 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : Permintaan Uang Muka Kegiatan 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 
3. UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara 
4. Peraturan pemerintah RI nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
5. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
6. Peraturan Menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP 

administrasi pemerintah 
7. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara 
8. Peraturan menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

kemenkes RI 
9. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dilingkungan kemenkes RI 

1. Mengerti tentang pembukaan administrasi keuangan 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 
4. Memiliki nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam Penyusunan Kebijakan, Keuangan dan 
Perbendaharaan 

2. Komputer dan alat tulis Kantor 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program dan software SAS modul 

SILABI 
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP Permintaan uang muka ini tidak dilakukan maka tidak akan ada alat untuk 
memonitoring penggunaan dana uang muka kegiatan 

Pencatatan dilakukan menggunakan komputer, buku kas bantu dan aplikasi 
SILABI 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/031 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP :PEMBUATAN SPM LS BENDAHARA (NON 
KONTRAKTUAL-NON GAJI 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 
3. UU RI nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab 

keuangan negara 
4. Peraturan pemerintah RI nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan 
5. Permenkes RI Nomor 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

UPT di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan PengendalianPenyakit 
6. Peraturan menteri PAN RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP 

administrasi pemerintah 
7. Peraturan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara 
8. Peraturan menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja 

kemenkes RI 
9. Kepmenkes RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman tata naskah dilingkungan 

kemenkes RI 

1. Mengerti tentang pembukaan administrasi keuangan 
2. Mampu menggunakan komputer 
3. Rajin, cekatan dan teliti 
4. Memiliki nilai-nilai prorakyat, inklusif, responsif, efektif dan bersih 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP verifikasi LS 
2. SOP penatalaksanaan arsip 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan, keuangan dan 
perbendaharaan 

2. Komputer dan alat tulis kantorSeperangkat 
3. komputer yang dilengkapi program dan software SAS modul PPK dan 

PPSPM 
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP pembuatan SPM-LS bendahara (non kontraktual dan non gaji) tidak dilakukan 
maka tidak ada alat bantu untuk memonitoring realisasi anggaran 

Pencatatan dilakukan menggunakan komputer, aplikasi SAS dan buku kas LS 
bendahara/SILABI 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/057 
Tgl. Pembuatan : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 11 Januari 2021 
Tgl. Efektif : 11 Januari 2021 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PROSEDUR PENYUSUNAN RAK 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara 
2. UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional 
3. Perpres RI nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah 
4. Permenpan RI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 
5. Permenpan RI nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknisperjanjiankinerja, 

pelaporan kinerja dan tata carareviu atas laporan kinerja instansi pemerintah 
6. Kepmenkes RI nomor 375 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka panjang 

bidang kesehatan tahun 2005-2025 
7. RAP Ditjen P2P Kemenkes RI 
8. Permenkes RI nomor 64 tahun 2015 tentang OTK Kemenkes 

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam menggunakan komputer 
2. Telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan tugasnya 
3. Memahami perencanaan program/kegiatan BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait 

program/kegiatan P2P 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP penatalaksanaan surat keluar 
2. SOP penatalaksanaan arsip 
3. SOP penyusunan perjanjian kerja 
4. SOP monitoring indikator kinerja 
5. SOP penyusunan laporan kinerja 

1. Peraturan/pedoman/standar dalam penyusunan kebijakan 
2. Alat tulis kantor 
3. RAK BTKLPP Kelas I Makassar 
4. Format perjanjian kinerja 
5. Seperangkat komputer yang dilengkapi program kerja 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP penyusunan RAK tidak dilakukan maka pengiriman dan pelaporan perjanjian 
kinerja, monitoring indikator kinerja dan laporan kinerja terlambat dilaporkan dan akan 
mendapatkan sanksi 

Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode 5 tahun 
anggaran 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

 
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

 
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/062 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 
 

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PENATUSAHAAN PNBP 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Permenkes          Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

No.2349/MenKes/per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. 

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 266/MENKES/SK/III/2004 
tentang Tata Cara Penilaian Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik 
Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular. 

3. Keputusan Menteri Keuangan No. 243/KMK.06/2002 tentang Persetujuan Penggunaan 
Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Penerimaan Negara 
Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan 
Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan. 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286). 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355). 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760). 

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/laptop 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sub bagian/seksi dan pelayanan 
3. Memahami alur pengelolaan PNBP 
4. Memiliki kemampuan menganalisis transaksi keuangan 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penatausahaan PNBP 1. FPPS/ Formulir Permintaan Sampel dan Kajian Ulang Perimintaan 

2. Billing 
3. Bukti Penyetoran ke kas negara 
4. Komputer dan Printer 
5. Jaringan Internet 
6. ATK 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

Apabila proses tidak dilakukan sesuai alur pengelolaan maka laporan pertanggungjawaban 
bendahara penerimaan dapat terlambat. 

- Di kirim/disampaikan ke Ditjen P2P 
- Di simpan dalam bentuk elektronik dan manual 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/065 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 
 

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 
 

NAMA SOP : PELAPORAN/ PERTANGUNGJAWABAN KAS 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan 

Tanggungn Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 
tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN 

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, 
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang 
peraturan perundang-undangan terkait Perbendaharaan Negara 

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Pengeluaran Kas 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan dan BMN 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Pelaporan/ Pertanggungjawaban Kas tidak terlaksana, maka pelaksanaan 

pencairan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat 
Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/066 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PENGELUARAN KAS 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah 
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga. 
7. PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 

213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat. 

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, 
Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/42/2019 tentang Kebijakan 
Akuntansi Penatausahaan Persediaan 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

2. Telah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau Sosialisai tentang 
peraturan perundang-undangan terkait Perbendaharaan Negara 

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya. 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Pelaporan/ Pertangungjawaban Kas 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 

2. Bahan masukan dari Biro Keuangan dan BMN 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi 

SAS dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Pengeluaran Kas tidak terlaksana, maka pelaksanaan pencairan 

anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban atas kas akan terlambat 
Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN 
PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/067 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PELAKSANAAN BELANJA MODAL 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah 
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga. 
7. PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor

213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat. 

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat. 

9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik Negara 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa 
Pemerintah Pusat di Kementerian/Lembaga 

2. Telah mengikuti Pendidikan dan/atau Sosialisasi tentang Peraturan 
Perundang – Undangan terkait perencanaan dan pengadaan barang/jasa 
di Kementerian/Lembaga 

3. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat 
baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya. 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Perencanaan Belanja Modal 
2. SOP Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal 

 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Bahan masukan dari Biro Umum 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Pelaksanaan Belanja Modal tidak terlaksana, maka penilaian belanja 

modal tidak obyektif, tidak valid, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.  
Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN 
PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/070 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 
2022 Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PELAPORAN PIUTANG 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah 
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 Tentang Standar Reviu Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga 
6. PMK RI Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 

213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat. 

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman 
Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat 
baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Pengakuan Piutang 
2. SOP Penatausahaan/penagihan Piutang 
3. SOP Pencatatan Pembayaran Piutang 
4. SOP Pembayaran dan Pelunasan Piutang 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Pencatatan/pengakuan Piutang tidak terlaksana, maka pelaksanaan 

Penilaian Piutang tidak terarah, tidak fokus dan hasil penilaian tidak obyektif, tidak valid 
dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

 

Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/071 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PEMBAYARAN UTANG 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 

tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN 
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Pencatatan Utang 
2. SOP Pelaporan dan Pertangungjawaban Utang 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi 

SAS dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Pembayaran Utang tidak terlaksana, maka Laporan Keuangan satker 

tidak dapat diyakini kebenarannya 
Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/072 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PENCATATAN UTANG 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 

tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN 
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Pencatatan Utang 
2. SOP Pelaporan dan Pertangungjawaban Utang 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi 

SAS dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Pencatatan Utang tidak terlaksana, maka Laporan Keuangan satker tidak 

dapat diyakini kebenarannya 
Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
 

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
 

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 
(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 

 
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/073 
Tgl. Pembuatan   : 01 Februari 2018 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

NAMA SOP : PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN UTANG 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Keuangan Negara 
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran 

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 45 

tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN 
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, 

Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

1. Memahami Peraturan yang berlaku tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

2. Selalu mengikuti perkembangan terbaru yang terjadi di masyarakat baik 
dalam hal ilmu pengetahuan maupun kejadian lainnya 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Pencatatan Utang 
2. SOP Pembayaran Utang 

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait 
2. Bahan masukan dari Biro Keuangan & BMN 
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office, aplikasi 

SAS dan wifi 
4. LCD 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
1. Apabila SOP Pelaporan dan Pertangungjawaban Utang tidak terlaksana, maka Laporan 

Keuangan satker tidak dapat diyakini kebenarannya 
Disimpan sebagai arsip di : 
1. Tim Penilai PIPK 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kasubag Admininstrasi dan Umum 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 

 
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

 
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN  DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 

(BTKLPP) KELAS I MAKASSAR 
 

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM 
 

Nomor SOP : BTKLPP-MKS/SOP/TU/081 
Tgl. Pembuatan : Januari 2021 
Tgl. Revisi : 21 Februari 2022 
Tgl. Efektif : 21 Februari 2022 
Disahkan oleh      : 

 
Kepala BTKLPP Kelas I Makassar 
 
 
 
 
Maman Sudirman, ST. M.Kes 
NIP 197001121994031004 

 
NAMA SOP : PENGURANGAN TUKIN 
 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
2. PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
3. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 
4. Permenkes Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Kesehatan 
5. Permenkes Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Bagi 

Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan jo. Permenkes Nomor 31 Tahun 2015 
6. Permenkes Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Kesehatan jo. Permenkes Nomor 10 Tahun 2019 
 

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan disiplin, 
sanksi dan tunjangan kinerja PNS 

2. Memahami pedoman/ juklak/ juknis tentang disiplin, sanksi dan tunjangan 
kinerja PNS 

 

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : 
1. SOP Penyelesaian Cuti 
2. SOP Penyelesaian Konsep SK Penjatuhan Hukuman Disiplin 

1. Komputer/printer 
2. Alat Tulis Kantor 

 
 
 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, konsep SK Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi 
PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan tidak dapat terselesaikan dengan baik  

Disimpan dalam bentuk elektronik dan manual 
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